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ABSTRAK 
YARHAM HAMZAH, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Illegal Logging (Studi Kasus Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat) ” , 
dengan bimbingan Syamsuddin Muchtar, Sebagai Pembimbing I dan 
Kaisaruddin K, sebagai Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana illegal 
logging yang terjadi di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan penerapan 
hukum pidana materil dan formil dalam perkara tindak Pidana Illegal 
Logging dalam putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan atau tidak. 
Data yang diperoleh kemudian diteliti dengan membandingkan 
keadaan nyata pelaksanaan tindak pidana illegal logging dan  penerapan 
hukum pidana materil dan formil dalam perkara Tindak Pidana illegal 
logging sebagaimana dalam putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS. 
Hasil yang diperoleh adalah : a). Bentuk tindak pidana illegal logging 
yang terjadi di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yakni dengan 
melakukan  penebangan  di  bekas  areal  lahan  yang dimilikinya maupun 
penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)  ataupun  dengan  membeli  
SKSHH  untuk  melegalkan  kayu  yang  diperoleh  dari praktek illegal 
logging. b.) Penerapan hukum pidana materil dan formil) dalam Perkara 
Tindak Pidana Illegal Loging Sebagaimana dalam Putusan No. 
103/PID/2009/PT.MKS, telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana  
materil putusan hakim tersebut di atas mulai dari tingkat Pengadilan 
Negeri sampai tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, unsur yang 
termuat di dalam ketentuan  pasal 50 ayat (3) huruf jo pasal 78 ayat (7) 
Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sedangkan 
dari segi penerapan hukum pidana formil juga telah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam 
ketentuan UU No 41 Tahun 1999 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati 
di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara 
yang disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah 
bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik 
di Indonesia. Dalam, kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah 
berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang 
kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. 
Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, 
menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, 
pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan 
sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi 
yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan 
yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (Illegal logging). 
Meskipun Indonesia telah menyisihkan 19 juta hektar atau 13 persen 
dari total hutan alam yang ada di Indonesia dalam suatu jaringan 
ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi 
dimana kawasan-kawasan tersebut sengaja diperuntukkan bagi 
kepentingan pelestarian plasma nutfah, jenis dan ekosistem yang banyak 
diantaranya sangat unik dan dianggap merupakan warisan dunia (world 
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heritage). Namun demikian kenyataanya menunjukkan bahwa kawasan-
kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan 
kelestariannya akibat kegiatan penebangan liar.  
Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan 
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa 
meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Penebangan liar adalah 
penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat 
kecepatan 1.6 – 2.0 juta hektar per tahun sehingga Menteri Kehutanan 
Indonesia telah menempatkan pembasmian aktivitas penebangan liar 
termasuk perdagangan kayu illegal sebagai agenda utama dalam lima 
kebijakan utama sektor kehutanan pada masa pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid yang kemudian kebijakan ini dilanjutkan pada masa 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pendekatan-
pendekatan yang lebih proaktif guna mengurangi nilai kerugian Negara 
akibat praktek illegal logging tersebut. 
Nilai kerugian negara akibat praktek pembalakan liar (illegal logging) 
ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan 
korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan 
ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktek illegal 
logging dan "legalized logging" ini juga menyebabkan kerugian negara 
dalam jumlah besar. Studi Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 
kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di 
Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari 
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perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan 
bangunan serta sejumlah perijinan dan royalti. Oleh sebab itu  lahirlah 
beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah 
untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada sejak dulu sampai sekarang. 
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain adalah dengan 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 
No.41 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang No.5 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang 
No.5 Tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 tahun 1985 tentang 
Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya Instruksi Presiden No.4 Tahun 
2005 tentang Pemberantasan Penebangan kayu secara illegal di kawasan 
hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Dengan lahirnya berbagai regulasi di atas tetap saja tidak 
menyurutkan langkah para pelaku kejahatan perambahan hutan secara 
illegal untuk tetap secara illegal merambah hutan di Indonesia, salah 
satunya adalah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Seluas 663.808 
hektar hutan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berpotensi 
kritis sehingga membutuhkan penanggulangan segera. kerusakan lahan di 
Sulbar sebelumnya dipicu keberadaan HPH sejak zaman orde baru yang 
melakukan perambahan hutan tanpa mempedulikan lingkungan kemudian 
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dipicu penjarahan hutan tanpa izin atau "illegal logging" di kawasan hutan 
lindung yang merusak hutan dan menyebabkan kritis. 
Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang izin 
HPH, perambah hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan 
hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, 
agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus 
diperlakukan sama di hadapan hukum.  Kejahatan penebangan kayu 
secara ilegal atau biasa disebut illegal logging banyak terjadi di daerah 
atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satu 
contohnya adalah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. 
Hal ini yang akhirnya menggugah penulis untuk mengangkat masalah 
penebangan kayu secara illegal dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan 
judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL 
LOGING (Studi Kasus Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)” 
B. Rumusan Masalah 
Dari keseluruhan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 
dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk tindak pidana illegal logging yang terjadi di 
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat? 
2. Apakah penerapan hukum pidana materil dan formil dalam perkara 
Tindak Pidana Illegal Loging sebagaimana dalam putusan No. 
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103/PID/2009/PT.MKS telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangang atau tidak ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan di adakannya penelitian ini : 
a) Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tindak pidana illegal 
logging yang terjadi di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan; 
b) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan formil 
dalam perkara Tindak Pidana illegal logging sebagaimana 
dalam putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk 
tulisan ini, antara lain sebagai berikut : 
a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
kalangan akademisi dan masyarakat luas dalam hal pentingnya 
perlindungan sumber daya alam kita dari praktek illegal logging 
yang tidak bertanggung jawab yang juga terkait dengan hukum 
lingkungan; 
b) Untuk melatih diri penulis sendiri agar mempunyai kemampuan 
untuk menyusun suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan 
teori-teori yang didapat selama mengikuti pendidikan di bangku 
kuliah; 
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c) Diharapkan dapat dijadikan informasi untuk dunia pendidikan 
yang pada akhirnya dapat menjadi referensi untuk dilakukannya 
penelitian-penelitian baru di kemudiaan hari bagi para akademisi 
khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar; 
d) Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 
umum tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan 
hukum lingkungan serta pentingnya menyelamatkan hutan-
hutan kita dari praktek illegal logging demi masa depan generasi 
berikutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Hutan, Jenis-Jenis Hutan dan Usaha Pelestarian 
Hutan 
1. Pengertian Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 
(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan 
dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti 
pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu 
daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup 
binatang buas dan burung-burung hutan (Salim, 2003 : 40).  
Menurut Dengler (Salim, 2003 : 41) yang diartikan dengan hutan, 
adalah “Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup 
luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak 
lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-
tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas 
dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)”. 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan Pokok Kehutanan, hutan diartikan sebagai “suatu lapangan 
bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara 
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta 
lingkungannya, dan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan.”  
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Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 
tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persetuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak 
dapat dipisahkan.” Dalam skripsi ini penulis menggunakan pengertian 
hutan menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang 
kehutanan. Sedangkan pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 
Kehutanan hanya penulis gunakan sebagai pembanding saja.  
Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, ( Salim, 2003 : 
42) yaitu  
1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.  
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.  
3. Unsur lingkungan.  
4. Unsur penetapan pemerintah.  
 
Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang 
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, 
menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan 
(tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu 
kesatuan yang utuh. 
Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti 
yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah 
tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting 
Penetapan Pemerintah tersebut, (Salim, 2003 : 43) yaitu:  
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1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, 
menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan  
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk 
mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan 
hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi 
hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga 
kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan 
kegunaan hasil. 
2. Jenis-Jenis Hutan  
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, jenis-jenis hutan 
dibedakan menjadi 3 yaitu:  
1. Hutan Menurut Pemilikannya (Pasal 2 UU No. 5 Th. 1967).  
a. Hutan Negara 
Yaitu merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh 
diatas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang 
juga merupakan hutan negara, adalah hutan alam atau hutan 
tanam diatas tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, 
dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan.  
b. Hutan Milik.  
Yaitu hutan yang tumbuh diatas hak milik. Hutan ini disebut juga 
sebagai hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan 
milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama 
dengan orang lain), dan atau badan hukum.  
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2. Hutan Menurut Fungsinya (Pasal 3 UU Nomor 5 Th. 1967).  
a. Hutan Lindung.  
Yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya digunakan 
untuk: 
a) Mengatur tata air  
b) Mencegah terjadinya banjir dan erosi  
c) Memelihara kesuburan tanah  
b. Hutan Produksi.  
Yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang 
dapat memenuhi:  
a) Keperluan masyarakat pada umumnya  
b) Pembangunan industri  
c) Keperluan ekspor  
c. Hutan Suaka Alam.  
Yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, 
sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hutan 
suaka alam dibagi menjadi dua jenis yaitu:  
a) Kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, 
termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  
b) Hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat 
hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas 
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bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan 
kekayaan dan kebanggaan nasional.  
d. Hutan Wisata.  
Merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus, 
dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata dan atau 
wisata baru. Hutan wisata digolongkan menjadi dua jenis yaitu: 
a) Hutan Taman Wisata  
Yaitu kawasan hutan yang memiliki keindahan alamnya 
sendiri yang mempunyai corak yang khas yang 
dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. 
b) Hutan Taman Buru  
Yaitu kawasan hutan yang didalamnya terdapat satwa buru 
yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang 
teratur bagi kepentingan rekreasi.  
3. Hutan Menurut Peruntukannya (Pasal 4 UU Nomor 5 Th. 1967).  
a. Hutan Tetap.  
Yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun 
yang tumbuh secara alami di dalam hutan. 
b. Hutan Cadangan.  
Yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang 
peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila 
diperlukan hutan cadangan, ini dapat dijadikan hutan tetap 
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c. Hutan Lainnya  
Yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan 
cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau 
tanah yang dibebani hak lainnya.  
Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditentukan empat jenis hutan 
yaitu:  
1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999). 
Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu 
pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara 
orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, 
pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.hutan 
berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:  
a. Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan 
negara adalah:  
a) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan 
pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat 
(rechtgemeenschap).  
b) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.  
c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang 
pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.  
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b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 
atas tanah (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).  
2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7UU 
Nomor 41 Tahun 1999).  
Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang 
didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi 
tiga macam yaitu:  
a. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri tertentu yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan 
dan satwa beserta ekosistemnya.hutan konservasi terdiri atas tiga 
macam, yaitu:  
a) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengaetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 
ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem 
penyangga kehidupan.  
b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 
penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya.  
c) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai 
tempat wisata berburu. 
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b. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara 
kesuburan tanah. 
c. Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan.  
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk 
keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, 
serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 
Nomor 41 Tahun 1999) syaratnya tidak mengubah fungsi pokok 
kawasan hutan.  
4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air 
disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.hutan 
kota adalah hutan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim mkro, 
estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999)  
Di samping pembagian itu, dikenal juga pembagian lain sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 4 Reglemen 1927 tentang Undang-Undang 
Hutan untuk Jawa dan Madura. Ada dua jenis hutan yang diatur dalam 
Pasal 4 Reglemen 1927, yaitu: (1) hutan yang dipertahankan, dan (2) 
hutan yang tidak dipertahankan. 
Yang termasuk golongan hutan yang dipertahankan, yaitu:  
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1. Hutan jati, yaitu tanah dan tempat yang mempunyai ciri seperti berikut 
ini:  
a. Seluruhnya atau sebagian besar ditumbuhi pohon jati.  
b. Ditumbuhi pepohonan atau tidak, yang oleh Pemerintah telah 
ditunjuk untuk perluasan hutan jati.  
2. Hutan belukar yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan untuk 
dipelihara.  
3. Hutan kayu belukar, yaitu hutan yang tidak dipertahankan, yang 
meliputi:  
a. Hutan belukar yang tumbuh secara alami dan tidak ditunjuk untuk 
dipelihara.  
b. Hutan jati dan hutan kayu yang dalam peraturan mengenai batas-
batas daerah yang dipelihara telah dihapuskan.  
Dalam skripsi ini jenis-jenis hutan yang penulis pakai adalah menurut 
UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Sedangkan jenis-jenis 
hutan menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan 
Pokok Kehutanan dan Reglemen 1927 tentang Undang-Undang Hutan 
untuk Jawa dan Madura hanya digunakan sebagai pembanding saja.  
3. Usaha Pelestarian Hutan  
Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan 
merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak 
ternilai.18 Negara sebagai penguasa sumber daya hutan secara 
keseluruhan harus mampu mengelola secara benar sehingga memberikan 
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manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun 
kemasyalahatan umat manusia di Dunia. Karenanya, sumber daya hutan 
wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga 
kelestariannya untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi 
sekarang maupun generasi mendatang (Rahmi Hidayanti, 2006:30).  
Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan 
yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan 
nasional yang mencakup berbagai bidang. Sementara disisi lain dari 
aspek tinjauan lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas 
mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia. Oleh 
karena itu keberadaan dan kelestarian hutan Indonesia adalah satu 
keniscayaan. Kelestarian hutan tropis bukan hanya menjadi kepentingan 
bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bangsa-
bangsa di seluruh dunia, Artinya pengelolaan hutan di Indonesia harus 
menjamin pemeliharaan keamanan dari keseluruhan flora dan fauna yang 
ada di dalam kawasan hutan Negara. Hal ini ditujukan agar sumber daya 
hutan mampu memberikan daya dukung lingkungan secara menyeluruh 
dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia 
di dunia yang mencakup batasan lintas generasi maupun lintas teritori.  
Arti penting sumber daya hutan yang teramat luas bagi kelangsungan 
hidup umat manusia secara lintas teritori tersebut menjadi kewajiban 
bersama seluruh umat manusia di dunia untuk menjaga dan 
mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya hutan. Hutan secara 
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hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian fungsi 
ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah 
menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem 
kehidupan masyarakat dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah 
menjadi sumber pendapatan keuangan dan devisa Negara. Sementara 
secara sosial hutan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan 
sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.  
Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan 
sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami 
penurunan kondisi. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah 
terjadi perusakan hutan yang cukup signifikan diseluruh Indonesia. Dari 
data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan 101,73 
juta hektar.Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan 
potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena 
itu menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian 
sumber daya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya 
secara lestari, diurus dengan akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka dan 
bertanggung jawab.   
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kehutanan 
untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang adil, lestari dan 
berkelanjutan, pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah 
menetapkan lima Kebijakan Prioritas atau target sukses pembangunan 
Kehutanan 2005-2009 yang meliputi (Rahmi Hidayanti, 2006:62):  
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1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan 
kayu illegal.  
2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan. 
3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.  
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan. 
5. Pemantapan kawasan hutan.  
Penerbitan lima kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untuk 
mengamankan hutan, memperbaiki kondisi hutan yang rusak, 
memantapkan kawasan hutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat 
disekitar hutan. Muara dari maksud kebijakan prioritas program 
pembangunan kehutanan adalah untuk mewujudkan kelestarian hutan 
dan kemakmuran masyarakat 
B. Perlindungan Hukum Dalam Usaha Pelestarian Hutan 
Perlindungan hukum dalam usaha pelestarian hutan, yang dilakukan 
Pemerintah adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-
undangan tentang kehutanan yang di dalamnya terdapat poin-poin penting 
tentang pelestarian hutan. Peraturan perundang-undangan yang 
dikeluarkan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha pelestarian hutan 
diantaranya:  
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kehutanan  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistemnya.  
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3. Ratifikasi atas konvensi PBB tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati.  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.  
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Hutan.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan.  
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau 
Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan 
Hutan.  
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan 
Penebangan Kayu Secara Illegal dan Peredarannya Di Seluruh 
Wilayah Negara Republik Indonesia.  
Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, yang 
dimaksud usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah 
suatu usaha untuk:  
a. Melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, 
kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.  
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan 
hasil hutan.  
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Sedangkan menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan 
hutan merupakan usaha untuk:  
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan 
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, 
kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.  
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan 
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.  
Perbedaan yang prinsip dari kedua ketentuan diatas, adalah bahwa 
dalam ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 hanya 
perlindungan terhadap hak Negara atas hutan dan hasil hutan, tetapi 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 tidak hanya hak Negara atas hutan yang dilindungi, tetapi 
juga hak masyarakat dan perorangan juga mendapat perlindungan 
sebagaimana mestinya.  
Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga dan 
melindungi hak Negara atas hutan, yaitu usaha perlindungan hutan atau 
disebut usaha pengamanan teknis hutan dan usaha pengamanan hutan, 
atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan (Salim,2003 :114). 
Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya 
kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu 
mendapat perlindungan yaitu:  
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1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak 
sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan 
pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.  
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian 
lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan 
kondisi tanah/tegakan.  
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa 
izin.  
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat 
kebakaran.  
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama 
dan penyakit serta daya alam. 
Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja 
ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil. Tetapi juga harus juga 
didukung dengan peran serta masyarakat. Perlunya peran serta 
masyarakat dalam perlindungan hutan adalah didasari pemikiran bahwa 
dengan adanya peran serta tersebut dapat memberikan informasi kepada 
Pemerintah dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima 
keputusan.  
Kewajiban peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan ini 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:  
a. Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 yang 
berbunyi “Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan 
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dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikut sertakan.” Ketentuan ini 
hanya mengikut sertakan masyarakat dalam tahap pelaksanaan 
dari suatu kegiatan dibidang kehutanan, sedangkan dalam tahap 
perencanaan dan penilaiannya masyarakat kurang dilibatkan, 
terbukti dalam rencana peruntukan dan pengukuhan hutan, 
pemerintahlah yang menentukan secara sepihak.  
b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang 
Perlindungan Hutan juga diatur tentang peran serta masyarakat. 
Peran serta tersebut ditujukan kepada masyarakat yang bermukim 
di sekitar kawasan hutan diwajibkan ikut serta dalam usaha 
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.  
c. Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup juga telah diatur tentang peran serta 
masyarakat. Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 
berbunyi: “(1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. (2) Setiap orang berkewajiban memelihara 
lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan 
dan pencemarannya.”  
d. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ditentukan bahwa 
setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta 
dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.  
e. Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian hutan 
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diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 meliputi hak dan kewajiban 
masyarakat terhadap hutan. Masyarakat berhak menikmati kualitas 
lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Namun berdasarkan pasal 
69 ditentukan bahwa masyarakat juga berkewajiban untuk ikut serta 
memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan 
perusakan.  
f. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan, menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat 
diberi hak untuk mengelola kawasan hutan dan berkewajiban untuk 
melakukan perlindungan hutan. Selanjutnya dalam Pasal 26 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 setiap orang yang 
berada di dalam dan di sekitar hutan wajib untuk berperan aktif 
dalam usaha membatasi meluasnya kebakaran hutan dan 
mempercepat pemadaman kebakaran hutan.  
C. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Perusakan Hutan 
1. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit (Adami Chazawi, 2001 :74). 
Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian 
juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi 
tentang apa yang dimaksud dengan stafbaar feit itu. Karena itu para 
ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
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Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan 
yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari 
stafbaar feit (Adami Chazawi,2001 :75)adalah : 
a) Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh 
peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah 
tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah Tindak 
Pidana adalah Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, S.H.  
b) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, 
diantaranya Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum 
Pidana”, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku-buku 
pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, 
S.H. dalam buku beliau “Hukum Pidana”.  
c) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan stafbaar feit. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini 
dalam buku-bukunya diantaranya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H, Prof. 
A. Zainal Abidin, S.H, Prof. Moeljatno.  
d) Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.  
e) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. 
Karni dan Mr. Drs. H.J. van Schravendijk.  
f) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk 
Undang-undang dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 
tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.  
g) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam 
berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukum 
Pidana.  
 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran 
yaitu aliran monistis dan aliran dualistis (Masruchin Rubah, 2001 : 23). 
Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana 
sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang 
melekat pada perbuatannya (criminal act) dengan unsur yang melekat 
pada orang yang melakukan tindak pidana (criminal responsibility atau 
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criminal liability yang berarti pertanggungan-jawab dalam hukum 
pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis 
diantaranya: Simon, Mezger, dan Wirdjono Prodjodikoro. 
Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut:  
a) Perbuatan manusia (positif atau negatif).  
b) Diancam dengan pidana.  
c) Melawan hukum.  
d) Dilakukan dengan kesalahan.  
e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.  
Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur 
objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk dalam unsur objektif 
adalah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, 
dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya 
unsur “dimuka umum” dalam pasal 218 KUHP. Yang termasuk dalam 
unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab dan 
melakukan kesalahan. 
Sedangkan E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut:  
1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.  
2. Sifat melawan hukum.  
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.  
4. Diancam pidana 
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Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan unsur-unsur tindak 
pidana sesuai dengan definisi yang dikemukakannya sebagai 
berikut: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan pidana”. Unsur-unsur tindak pidana menurut 
Wirdjono meliputi unsur perbuatan dan pelaku 
Aliran dualistis memisahkan antara criminal act dengan 
criminal responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut 
aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act 
(perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk 
dalam aliran dualistis diantaranya: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, 
Moeljatno 
H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut:  
1. Kelakuan manusia.  
2. Diancam pidana.  
W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut:  
1. Perbuatan.  
2. Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.  
Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana di samping 
adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat 
dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat 
kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan 
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hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan 
merupakan syarat pemindanaan.  
Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut:  
1. Perbuatan (manusia).  
2. Memenuhi rumusan undang-undang.  
3. Bersifat melawan hukum.  
Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat 
formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas 
legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. 
Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus 
betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang 
tidak patut dilakukan. Menurut  Moeljatno bersifat melawan hukum 
itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana. 
2. Tindak Pidana Dibidang Kehutanan  
Ada 10 kategori tindak pidana dibidang kehutanan yang dapat 
dihukum dengan hukuman penjara dan denda, yang diatur dalam Pasal 
78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan yaitu:  
a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan 
hutan. 
Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan dua jenis tindak pidana yang dapat dihukum, yaitu:  
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a) Dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan 
hutan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.  
b) Dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan Pasal 50 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.  
Kategori orang yang dapat dihukum yang dengan sengaja 
menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan 
izin, terutama izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu.  
b. Membakar hutan.  
Ada dua kategori tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 
78 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:  
1. Sengaja membakar hutan.  
2. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.  
c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal.  
Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan dua jenis tindak pidana yang dilanggar, yaitu:  
1. Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e.  
Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini yaitu barang 
siapa; menebang pohon; memanen atau memungut hasil hutan; 
didalam hutan; tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.  
2. Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f.  
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Unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah 
barang siapa; menerima, membeli atau menjual; menerima tukar 
atau menerima titipan; atau memiliki hasil hutan; diketahui atau 
patut diduga berasal dari kawasan hutan; yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah.  
d. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan 
tambang tanpa izin.  
Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam Pasal 78 ayat 
(5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:  
5. Pasal 38 ayat 4.  
Unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal ini yaitu barang 
siapa; melakukan penambangan; pola terbuka; dikawasan hutan 
lindung.  
6. Pasal 50 ayat (3) huruf g  
Unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini barang siapa; 
melakukan kegiatan; penyelidikan umum atau eksplorasi; 
eksploitasi (pengambilan); barang tambang; dalam kawasan hutan 
tanpa izin Menteri.  
e. Memiliki hasil hutan tanpa keterangan.  
Pasal 78 ayat (6) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
yang rumusannya sebagai berikut : “barangsiapa melanggar ketentuan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
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10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Unsur-unsur yang harus terpenuhi 
dalam Pasal 50 ayat (3) yaitu barang siapa; dengan sengaja; 
menggangkut; menguasai atau memiliki hasil hutan; tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.  
f. Menggembalakan ternak.  
Dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan hanya satu pasal yang dilanggar, yaitu melanggar Pasal 50 
ayat (3) huruf i. unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam 
ketentuan ini yaitu barang siapa; dengan sengaja; menggembalakan 
ternak; di dalam kawasan hutan; tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat 
yang berwenang.  
g. Membawa alat-alat berat tanpa izin.  
Pasal 78 ayat (8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
menentukan satu pasal yang dilanggar yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf j. 
unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j yaitu 
barang siapa; dengan sengaja; membawa alat-alat berat atau alat-alat 
lainnya yang tak lazim atau patut diduga; akan digunakan untuk 
menggangkut hasil hutan; dalam kawasan hutan; tanpa izin pejabat yang 
berwenang.  
h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan.  
Didalam Pasal 78 ayat (9) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan satu pasal yang dilanggar yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf k. 
Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam kedua pasal ini yaitu barang 
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siapa; dengan sengaja; membawa alat-alat yang lazim digunakan; untuk 
menebang, memotong atau membelah pohon; dalam kawasan hutan; 
tanpa izin pejabat yang berwenang.  
i. Membuang benda-benda yang berbahaya.  
Unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 78 ayat 
(10) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa; dengan 
sengaja; membuang benda-benda; menyebabkan kebakaran; kerusakan; 
membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan; dalam 
kawasan hutan.  
j. Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.  
Agar pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 78 ayat (11) ada 7 
unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf m 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu; barang siapa; dengan 
sengaja; mengeluarkan, membawa, dan mengangkut; tumbuh-tumbuhan 
dan satwa liar; yang dilindungi Undang-undang; berasal dari kawasan 
hutan; tanpa izin dari pejabat yang berwenang.  
3. Illegal logging  
Definisi illegal logging menurut Tacconi (2006) adalah kegiatan 
illegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan 
hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu 
(Rahmi Hidayanti, 2006 : 10). Sedangakan aktifitas ilegal logging adalah 
kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar 
ketentuan perundangan nasional dan atau internasional. 
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Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut illegal logging 
adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan 
mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 dan PP No 34 Tahun 1999 yang 
meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, 
memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, 
mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 
dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan 
pemegang izin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan 
melampaui target volume dan sebagainya.Untuk selanjutnya dalam skripsi 
ini, penulis menganut pengertian illegal logging menurut UU No 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan.  
Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas 
praktek illegal logging dan penyelundupan kayu. komitmen pemerintah 
didasarkan oleh pemahaman atas realita lapangan yang menunjukkan, 
bahwa malpraktek illegal logging dan penyelundupan kayu benar-benar 
berdampak luar biasa yang dapat mengancam stabilitas keamanan yang 
pada akhirnya akan mengancam kelangsungan dan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas illegal 
logging tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa 
33 
 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam 
melakukan pemberantasan illegal logging.  
a.  Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
a) Pasal 50 Ayat (3) huruf e :  
“Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin 
dari pejabat yang berwenang.”  
b) Pasal 50 Ayat (3) huruf f :  
“Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil 
hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut secara tidak sah.”  
c) Pasal 50 Ayat (3) huruf h :  
“Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).”  
d) Pasal 50 Ayat (3) huruf j :  
“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat berat dan atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat 
yang berwenang.”  
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e) Pasal 50 Ayat (3) huruf k berbunyi:  
“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat yang lazim digunakan 
untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.”  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 
tentang Perlindungan Hutan.  
Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang 
dilakukan pemerintah untuk mencegah illegal logging.  
a) Pasal 12 Ayat (1) berbunyi:  
“Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan.”  
b) Pasal 12 Ayat (2) berbunyi:  
“Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 
adalah:  
1) Asal usul hasil hutan dan tampat tujuan pengangkutan tidak 
sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya 
hasil hutan; 
2)  Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil 
hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau 
seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat 
keterangan sahnya hasil hutan;  
35 
 
3) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi 
surat-surat yang sah sebagai bukti;  
4) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah 
habis;  
5) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.”  
c. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan 
Penebangan Kayu Secara illegal di Kawasan Hutan dan 
Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.  
Inpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh pejabat 
pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan percepatan 
pemberantasan illegal logging di wilayah Negara Republik Indonesia.  
Bagian pertama Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 ini merupakan 
instruksi umum, yaitu tindakan yang harus dilakukan pejabat pemerintah 
Negara Republik Indonesia terhadap pelaku illegal logging. Tindakan yang 
harus dilakukan tersebut diantaranya:  
a) Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara 
illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah 
Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau 
badan yang melakukan kegiatan:  
1) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan 
kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiliki hak 
atau izin dari pejabat yang berwenang.  
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2) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan 
kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.  
3) Menggangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan kayu.  
4) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim 
atau patut diduga akan digunakan untuk menggangkut hasil 
hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang.  
5) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang berwenang.  
b) Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas 
dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan 
kayu secara illegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya. 
c) Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk 
melaksanakan pemberatasan penebangan kayu secara illegal di 
kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik 
Indonesia.  
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d) Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan 
adanya kegiatan penebangan kayu secara illegal dan 
peredarannya.  
e) Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti 
hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara illegal di 
kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik 
Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam 
kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai 
ekonominya.  
Sedangkan bagian kedua, ketiga dan keempat Instruksi Presiden No. 4 
Tahun 2005 merupakan instruksi khusus kepada pejabat pemerintah 
Negara Republik Indonesia tertentu, sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan Inpres ini untuk melakukan percepatan pemberantasan illegal 
logging di wilayah Negara Republik Indonesia.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data secara lengkap dan akurat guna penulisan 
skripsi ini, di pilih lokasi penelitian di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. 
Alasan dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat 
adalah karena sebelumnya belum ada penelitian terkait dengan tindak 
pidana illegal logging di lokasi tersebut. 
B. Jenis Penelitian 
Guna memperoleh jawaban terhadap persoalan yang telah 
dikemukakan dan sejalan dengan tujuan dam kegunaan penelitian, 
maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan cara : 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan atau library Research adalah penelitian 
yang bertujuan mencari landasan teori kajian yang dapat dilakukan 
dengan cara : 
a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan 
objek kajian pada penelitian ini; 
b. Mempelajari materi-materi kuliah dan tulisan para sarjana yang 
berhubungan dengan penelitian pada penulisan skripsi ini; 
2. Penelitian Lapangan 
Dalam penelitian ini dilakukan penelitian langsung di lapangan 
dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 
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terkait dengan penulisan skripsi ini, seperti pada pegawai 
kementrian Kehutanan Propinsi Sulawesi Barat, juga hakim 
pengadilan yang menangani kasus illegal logging di Kabupaten 
Mamuju Sulawesi Barat 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam upaya perampungan 
penulisan skripsi ini, dapat dibedakan atas dua yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung melalui 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan 
permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu pegawai 
kementrian Kehutanan Propinsi Sulawesi Barat, juga hakim 
pengadilan yang menangani kasus illegal logging di Kabupaten 
Mamuju Sulawesi Barat; 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku, 
dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah metode interview, yaitu mengadakan wawancara ataupun Tanya 
jawab dengan beberapa orang pegawai Kementrian Kehutanan Propinsi 
Sulawesi Barat, serta hakim pengadilan yang menangani kasus illegal 
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logging di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat guna memperoleh data dan 
informasi yang lebih tepat dan akurat. 
E. Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini adalah data yang 
sifatnya kualitatif, makateknik analisi data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif. Dalam melakukan proses pengolahan data, maka 
data yang diperoleh tersebut akan diuraikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bentuk Tindak Pidana Illegal logging yang Terjadi Di Kabupaten 
Mamuju  
Kawasan  hutan  merupakan  sumber daya  alam  yang  terbuka,  
sehingga  akses  masyarakat  untuk  masuk  memanfaatkannya  sangat  
besar.  Kondisi  tersebut  memacu  permasalahan dalam pengelolaan 
hutan. Seiring dengan semangat reformasi  kegiatan penebangan kayu 
dan pencurian  kayu  dihutan  menjadi  semakin  marak  apabila  hal  ini  
dibiarkan  berlangsung  secara  terus  menerus  kerusakan  hutan  
Indonesia  akan  berdampak  pada  terganggunya kelangsungan  
ekosistem,  terjadinya  banjir,  erosi/tanah  longsor,  disfungsinya  hutan  
sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari  sisi pendapatan 
Negara pemerintah  
Indonesia  mengalami  kerugian  yang  dihitung  dari  pajak  dan  
pendapatan  yang seharusnya masuk ke kas Negara.  Aktifitas  
penebangan  kayu  dan  pencurian  kayu  pembalakan  kayu  yang  
diambil  dari  kawasan  hutan    dengan  tidak  sah  tanpa  ijin  yang  sah  
dari  pemerintah kemudian  berdasarkan  hasil  beberapa  kali  seminar  
dikenal  dengan  istilah  illegal logging.  
Aktifitas    illegal  logging    saat  ini  berjalan  dengan  lebih  
terbuka,  transparan  dan  banyak  pihak  yang  terlibat  dan  memperoleh  
42 
 
keuntungan  dari  aktifitas  pencurian kayu,  modus  yang  biasanya  
dilakukan  adalah  dengan  melibatkan  banyak  pihak  dilakukan  secara  
sistematis  dan  terorganisir.  Pada  umumnya,  mereka  yang  berperan 
adalah  buruh/penebang,  pemodal  (cukong),  penyedia  angkutan  dan  
pengaman  usaha (seringkali  sebagai  pengaman  usaha  adalah  dari  
kalangan  birokrasi,  aparat pemerintah, polisi, TNI).  
Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa penyebab 
masyarakat melakukan aktifitas penebangan hutan secara illegal antara 
lain : 
1. Ketidak seimbangan antara kapasitas terpasang pada industri kayu 
dengan supply yang dapat dipenuhi oleh hutan  
2. Lemahnya kebijakan pemerintah antara lain mencakup tumpang 
tindihnya peraturan dan perbedaan penafsiran peraturan  
3. Lemahnya penegakkan hukum sudah menjadi pengetahuan umum 
bahwa ilegal logging dan ilegal trade melibatkan orang-
orang/oknum berbagai instansi. 
4. Izin pembukaan industri menengah perkayuan tidak 
mempertimbangkan pasokan sumber daya kayu yang ada di hutan  
5. Fokus industri hasil hutan kayu pada kayu saja  
6. Ulah pemilik modal untuk memperoleh kayu, tetapi tidak mengikuti 
prosedur yang benar. 
7. Masalah kemiskinan  
8. Peluang Kerja Terbatas  
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Dalam  beberapa  hasil  temuan  modus  yang  biasa  dilakukan  
dalam  illegal  logging  adalah  pengusaha  melakukan  penebangan  di  
bekas  areal  lahan  yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah 
tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHH)  ataupun  dengan  membeli  SKSHH  untuk  melegalkan  
kayu  yang  diperoleh  dari praktek illegal logging. 
Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis di Kabupaten Mamuju 
Sulawesi Barat, modus tersebut di atas juga banyak ditemukan. Salah 
satu penyidik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju 
Bapak Muhammad Yani mengemukakan bahwa para pelaku Illegal 
logging di wilayah kabupaten Mamuju terdiri atas Para Pekerja dari 
Masyarakat sekitar hutan pendatang yang dibawa ketempat itu, para 
investor (cukong), termasuk pemegang HPH,IPK,IPKTM,Hutan Hak yang 
mengolah diluar areal izinnya, dan pembeli kayu illegal dari industri 
pengolahan kayu illegal, serta para pejabat pemerintah dengan nilai 
kerugian setiap tahunnya mencapai kurang lebih Rp.3.000.000.000,- (Tiga 
miliah Rupiah). Dari luas wilayah hutan Kabupaten mamuju 822.951 
hektar luas, 663.808 hektar berpotensi kritis. selain berpotensi kritis sekitar 
104.614 hektare di Mamuju agak kritis, dan sekitar 4.868 hektar dan 
sekitar 2.497 hektar sudah sangat kritis.Hanya sekitar 47.164 hektar hutan 
di Mamuju, yang tidak kritis, lahan kritis itu diperoleh dari review spasial 
data lahan kritis. 
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Lebih lanjut di uraikan bahwa dimensi kegiatan illegal logging di 
daerah kabupaten Mamuju tersebut antara lain : 
1. Perizinan, dalam hal ini pelaku tidak memiliki izin yang legal untuk 
memungut dan memanfaatkan hasil hutan atau memiliki izin namun 
telah habis masa berlakunya (daluarsa) 
2. Praktek operasi, dalam hal ini pelaku melakukan aktifitas 
pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan gaya  bebas 
(free style), tidak mau tahu serta tidak menaati peraturan 
perundang-undangan 
3. Kegiatan produksi, dalam hal ini pelaku melakukan kegitan produksi 
dengan cara menebang semua jenis kayu, termasuk di dalamnya 
menebang pohon yang belum layak untuk ditebang (di bawah limit 
diameter) 
4. Oknum pelaku, dalam hal ini terdiri atas para cukong, masyarakat 
local maupun pendatang, pengolah izin, serta para backing. 
5. Lokasi atau asal usul, dalam hal ini pelaku cenderung 
melakukannya di areal yang tidak jelas, tidak terdeteksi, atau 
bahkan di luar area yang memiliki izin; 
6. Penjualan, dalam hal ini terkait dengan tidak adanya kepemilikan 
dokumen yang sah, penyelundupan serta kegiatan ekspor terhadap 
hasil hutan tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan melalui 
Pengadilan Negeri Mamuju yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan 
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Negeri Mamuju yang berhubungan  dengan perkara yang illegal logging, 
Pasal yang digunakan untuk menjerat para pelakunya adalah ketentuan 
Pasal  50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan. Sebelum  berlakunya  undang-undang  No.  41  tahun  
1999  tentang  Kehutanan, menebang,  memotong,  mengambil  dan  
membawa  kayu  hasil  hutan  tanpa  izin  dari pejabat  yang  berwenang  
dikenakan  pasal-pasal  yang  ada  dalam  KUHP,  namun setelah  
berlakunya  UU  No.  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  terhadap  
perbuatan memanfaatkan kayu  hasil  hutan tanpa  ijin pihak  yang  
berwenang tersebut dikenakan pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  
Pasal  50  jo  Pasal  78  UU  No.  41  tahun  1999  yang  pada dasarnya 
ancaman  pidananya  lebih  berat  dibandingkan  dengan  apabila  dikenai 
pasal-pasal dalam KUHP. 
 Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal logging secara eksplisit 
tidak ditemukan  dalam  pasal-pasal  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  
Kehutanan,  namun  illegal  logging  bisa  diidentikkan  dengan  tindakan  
atau  perbuatan  yang  berakibat  merusak  hutan,  untuk  itu  mengenai  
perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU. No. 41  
Th. 1999.  Perusakan  hutan  menurut  UU  No.  41  tahun  1999  dalam  
penjelasan  Pasal  50  ayat  (2),  yaitu  bahwa  :  “Yang  dimaksud  dengan  
kerusakan  adalah  terjadinya  perubahan  fisik,  sifat  fisik  atau  
hayatinya,  yang  menyebabkan  hutan  tersebut  terganggu  atau  tidak  
dapat  berperan sesuai dengan fungsinya.”  Tindak  pidana  illegal  logging  
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menurut  Undang-undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  
dirumuskan  dalam  Pasal  50  dan  ketentuan  pidana  diatur  dalam  
Pasal  78.  Yang  menjadi  dasar  adanya  perbuatan illegal logging adalah 
karena adanya kerusakan hutan.  
Dapat  disimpulkan  unsur-unsur  yang  dapat  dijadikan  dasar  
hukum  untuk  penegakan  hukum  pidana  terhadap  kejahatan  illegal  
logging  yaitu  sebagai  berikut :  
1. Setiap orang  pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha  
2. Melakukan  perbuatan  yang  dilarang  baik  karena  sengaja  
maupun  karena  kealpaannya   
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :  
a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan  
b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga 
merusak hutan.  
c. Melanggar  batas-batas  tepi  sungai,  jurang,  dan  pantai  yang  
ditentukan Undang-undang.  
d. Menebang pohon tanpa izin.  
e. Menerima,  membeli  atau  menjual,  menerima  tukar,  
menerima  titipan, menyimpan, atau memiliki  hasil  hutan  yang 
diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal. 
f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa 
SKSHH 
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g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil 
hutan tanpa izin.  
Disamping  ketentuan  pidana  sebagaimana  disebutkan  dalam  
rumusan Pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan 
berupa ganti rugi dan  sanksi administratif berdasarkan Pasal 80. Melihat  
dari  ancaman  pidananya  maka  pemberian  sanksi  ini  termasuk  
kategori  berat,  dimana  terhadap  pelaku  dikenakan  pidana  pokok  
berupa   
1. Pidana  penjara  
2. Denda  dan  pidana  tambahan  perampasan  barang  semua  hasil  
hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.  
Berdasarkan  penjelasan  umum  paragraf  ke-8  UU  No.  41  
Tahun  1999  maksud  dan  tujuan  dari  pemberian  sanksi  pidana  yang  
berat  sebagaimana  rumusan  Pasal  78  UU  No.  41  Th.  1999  adalah  
terhadap  setiap  orang  yang  melanggar hukum di bidang kehutanan ini 
adalah agar dapat menimbulkan efek  jera  bagi  pelanggar  hukum  di  
bidang  kehutanan  itu.  Efek  jera  yang  dimaksud bukan  hanya  kepada   
pelaku  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  kehutanan,  akan  tetapi  
kepada  orang  lain  yang  mempunyai  kegiatan  dalam  bidang 
kehutanan  menjadi  enggan  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  
karena  sanksi pidananya berat. 
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B. Penerapan Hukum Pidana (Baik Materil Maupun Formil) dalam 
Perkara Tindak Pidana Illegal Loging Sebagaimana dalam Putusan 
No. 103/PID/2009/PT.MKS. 
Pengadilan Negeri Makassar sampai pada tingkat banding pada 
Pengadilan Tinggi Makassar telah memeriksa dan memutus perkara 
kasus illegal logging dengan nomor putusan 103.PID/2009/PT.MKS. 
kasus ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar setelah 
memperhatikan tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa serta bukti-bukti yang 
diajukan oleh pihak penyidik melalui Kejaksaan Negeri Makassar, antara 
lain : 
1. Kasus posisi 
Pada awalnya tim operasi illegall logging polda sulsel melalukan 
penyidikan  di dusun tapilana desa Tabolang kecamatan topoyo 
kabupaten mamuju dan menemukan tumpukan kayu olahan di lokasi 
penggergajian / di industrinya yang pada saat itu terdakwa mengaku 
sebagai pemiliknya lalu petugas tim operasi illegal logging meminta 
dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan  (SKSHH) yang menyertai 
kayu tersebut selanjutnya terdakwa menunjukkan / memperlihatkan 
dokumen SKSHH nomor seri : 0003821 tanggal 3 september 2006 dan 
DHH-K Nomor 41/DHH-KB/JAI/IX/2006 tanggal 1 september 2006, dan 
tim operasi illegal logging melihat yang tercantum dalam dokumen SKSHH 
155 batang kayu bulat sedangkan yang ditemukan fisik kayu olahan 
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sebanyak 2.490 batang jenis kayu kelompok rimba campuran, karena 
tidak sesuai antara dokumen dan fisik kayu tersebut maka petugas tim 
illegal logging polda sulsel langsung melakukan police line terhadap kayu 
olahan milik terdakwa. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan kronologis peristiwa tersebut oleh negara melalui 
Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa yang 
diduga melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) 
Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan :   
“Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan (SKSHH).”  
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).   
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan kasus posisi serta dakwaan tersebut diatas Jaksa 
Penuntut Umum dalam tuntutannya tgl 15 Februari 2009 No. Reg Perk : 
PDM-20/Mks/Ep.2/1/2007 meminta agar pengadilan negeri memutuskan : 
a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana “sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 
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78 ayat (7) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi 
selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 
(lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan 
c. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 2.490 batang kayu olahan dirampas untuk Negara 
sedangkan ; 
- 1 (satu) bundle dokumen rencana pemenuhan bahan 
baku industry (RPBI) dan industry hasil hutan kayu 
(IPHHK) tahun 2006 
- 1 (satu) sawmill merk sirkal dompeng dikembalikan 
kepada terdakwa 
- 1 (satu) rangkap DHH No. 02/DHH/TAM/VI2006 tanggal 
9 juni 2006 
- 1 (satu) lembar SKSHH No. seri DF 0003821 tanggal 3 
september 2006 
- 1 (satu) rangkap daftar hasil hutan (DHH) No. DHH-
KB/JAI/IX/2006 tanggal September 2006 di rampas dan 
dilampirkan dalam berkas perkara  
d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
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4. Dasar pertimbangan hakim 
Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah : 
1) Bahwa berdasarkan atas tuntutan penuntut umum tersebut, majelis 
hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan 
pada tanggal 15 maret 2007, No. 35/Pid.B/2007/PN.Mks yang 
amarnya berbunyi sebagai berikut : 
a. Menyatakan Terdakwa H. Ardin Bin Ngaru terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“menguasai atau memiliki hasil hutan tan surat keterangan 
sahnya hasil hutan” 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Ardin Bin Ngaru 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) 
bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta 
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 
c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
d. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan kota 
e. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 2.490 batang kayu olahan dirampas untuk Negara 
sedangkan ; 
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- 1 (satu) bundle dokumen rencana pemenuhan bahan 
baku industry (RPBI) dan industry hasil hutan kayu 
(IPHHK) tahun 2006 
- 1 (satu) rangkap DHH No. 02/DHH/TAM/VI2006 tanggal 
9 juni 2006 
- 1 (satu) lembar SKSHH No. seri DF 0003821 tanggal 3 
september 2006 
- 1 (satu) rangkap daftar hasil hutan (DHH) No. DHH-
KB/JAI/IX/2006 tanggal September 2006 di rampas dan 
dilampirkan dalam berkas perkara  
f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
2) Bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera 
Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa pada tanggal 16 
maret 2007 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding 
terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Maret 
2007, No. 35/Pid.B/2007PN.Mks, permintaan banding tersebut 
telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 17 
september 2007 ; 
3) Bahwa  sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut 
dikirim ke Pengadilan Tinggi  Makassar, telah diberitahukan kepada 
terdakwa dan penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara, 
dengan surat pemeberitahuan memeriksa berkas pada tanggal 23 
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maret 2007 kepada terdakwa tanggal 17 september 2007 kepada 
jaksa penuntut umum 
4) Bahwa terdakwa telah mengejukan permintaan banding terhadap 
putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 maret 2007 
dengan demikian permintaan banding diajukan menurut tenggang 
waktu dan memenuhi syarat –syarat serta tata cara yang ditentukan 
Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut 
secara formal dapat diterima ; 
5) Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan 
seksama berkas perkara, surat dakwaan serta berita acara 
persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri 
Makassar tanggal 15 Maret 2007, No. 35/Pid.B/2007/PN.Mks, yang 
dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dan 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum mengenai terbuktinya 
Terdakwa melakukan tindak pidana dalam putusan Pengadilan 
Negeri sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil 
alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan sendiri 
kecuali mengenai berat ringannya pidan yang dijatuhkan, 
Pengadilan tinggi mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini; 
6) Bahwa  kejahatan illegal logging dewasa ini semakin marak, telah 
menimbulkan kerugian besar bagi Negara, sehingga kepada 
Terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih berat untuk 
menimbulkan jera; 
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7) Bahwa  berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum 
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 
15 Maret 2007, No.35/Pid.B/2007/PN.Mks, dapat dikuatkan kecuali 
pidana yang dijatuhkan seperti disebutkan dibawah ini; 
8) Bahwa  oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka 
harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat 
peradilan;       
5. Amar putusan  
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam amar putusannya 
pengadilan tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar 
yang mengadili perkara tersebut dalam amar putusannya memutuskan : 
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut 
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 
Maret 2007, No. 35/Pid.B.2007/PN.Mks, yang dimohonkan 
banding tersebut kecuali mengenai pidanas yang dijatuhkan 
Sebagai berikut ;  
-  Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun ; 
- Menyatakan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat 
banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah); 
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6. Analisis penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap 
putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS. dalam Perkara Pidana yang 
Berhubungan dengan Tindak Pidana Illegal logging 
Hukum pidana materil memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-
rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan  mengenai syarat-syarat 
tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari 
orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai 
hukuman-hukumannya sendiri. Jadi ia yang menentukan tentang bilamana 
seseorang dapat dihukum, siap yang dapat dihukum dan bilamana 
hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Sedang hukum pidana formil 
mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantara alat-alat 
kekuasaaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan 
hukumannya, dengan demikian ia memuat acara pidana.  
Jika dihubungkan dengan perkara tersebut di atas yang menjadi 
titik fokus penerapan hukum pidana materil adalah apa yang termuat di 
dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Perpu UU No.1 
Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.1  Tahun 1999 tentang 
kehutanan. Sedangkan yang menjadi titik fokus penerapan hukum formil 
dalam perkara tersebut di atas secara umum adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dalam perkara banding ini ,hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut : 
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1. Menerima permintaan banding dari terdakwa 
2. Menguatkan   putusan   Pengadilan   Negeri   Makassar tanggal   
15 Maret 2007, No. 35/Pid.B/2007/PN.Mks, yang dimohonkan 
banding tersebut kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan sebagai 
berikut; 
a) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun; 
b) Menyatakan penahan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
c) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,-(dua ribu lima ratus 
rupiah). 
1) Penerapan hukum pidana materil 
Hampir di semua perkara illegal logging termasuk perkara dengan 
putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS menempatkan ketentuan pasal 
50 ayat (3)  jo pasal 78 ayat  Undang-undang RI No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan sebagai pasal dakwaan. Khusus untuk 
perkara di atas pasal yang di dakwakan adalah ketentuan pasal 50 
ayat (3)  huruh h jo. Pasal 78 ayat (7) Dengan unsur-unsur  sebagai 
berikut : 
a) Unsur barang siapa 
Bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara 
tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan di persidangan 
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sebagaimana identittas yang tercantum dalam surat dakwaan. 
Dan bedasarkan pengamatan, selama proses pemeriksaan di 
persidangan terdakwa menunjukan kecakapan dan 
kemampuannya secara sadar dan dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani memberikan segala keterangan yang 
berhubungan dengan perkara tersebut. Sehingga unsur tersebut 
di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum 
b) Unsur dengan sengaja 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, terdapat 
kesadaran dan/ atau kehendak pada diri terdakwa  untuk , 
menguasai, atau memiliki hasil hutan dengan tidak dilengkapi 
surat keterangan sahnya hasil hutan 
c) Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan 
Unsur ini terdiri dari elemen-elemen perbuatan yang bersifat 
alternative yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan artinya apabila salahsatu atau lebih elemen dari unsur ini  
telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan   unsur ini telah 
terbukti. 
Berdasarkan fakta dan bukti yang ada pada persidangan bahwa 
terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang termukan di 
tempat kejadian perkara (TKP) adalah miliknya . Sehingga 
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unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum 
d) Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengadung pengertian  
bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan 
hasil hutan harus disertai dan dilengkapi secara fisik dengan 
surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama 
sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan (pada waktu dan 
tempat yang sama) secara fisik. 
Berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan pada saat pihak 
berwenang melakukan operasi  illegal logging di tempat 
kejadian perkara dan menemukan tumpuka kayu olahan, pihak 
berwenang meminta dokumen SKSHH, yang diperlihatkan oleh 
terdakwa tidak sesuai antara keadaan fisik dan jenis yang 
tertera dalam SKSHH dengan barang bukti yang ada. Sehingga 
unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum 
Berdasarkan uraian diatas pengadilan baik di tingkat Pengadilan 
Negeri maupun di tingkat banding Pengadilan Tinggi mengadili dan 
menghukum terdakwa bersalah dan harus 
mempertanggungjawabkan kesalahannya baik dengan pidana 
penjara dan denda. Berdasarkan uraian tersebut di atas pula ajaran 
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sifat melawan hukum materil telah terpenuhi. Ajaran   ini  
menyatakan,  melawan  hukum  atau  tidaknya suatu  perbuatan  
tidak  hanya  hanya  terdapat  didalam  suatu  undang  (yang 
tertulis),  tetapi  harus  dilihat  berlakunya  asas-asas  hukum  yang  
tidak  tertulis juga. Sifat  melawan  hukum  itu dapat dihapuskan  
berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan tidak 
tertulis.  Ajaran  ini  juga  menyatakan  disamping  memenuhi  
syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, 
perbuatan itu juga harus benar-benar  dirasakan  oleh  masyarakat  
sebagai  perbuatan  yang  tidak  patut atau  tercela.  Karena  ajaran  
ini  mengakui  alasan-alasan  pembenar  diluar undang-undang, 
dan hal ini termuat dalam putusan hakim yang salah satu 
perimbangannya adalah bahwa pelaku illegal logging adalah 
kejahartan yang menimbulkan kerugian besar bagi Negara 
sehingga kepada pelakunya harus dijatihi pidana untuk 
menimbulkan efek jera. 
2) Penerapan hukum pidana formil 
Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil 
diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan putusan hakim.Terkait dengan perkara diatas 
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penerapan hukum pidana formil dapat diurai dengan menggunakan 
dimensi sebagai berikut sebagai berikut : 
a) Yang berwenang memeriksa pada tingkat pemeriksaan baik 
penyelidikan maupun penyidikan 
Untuk perkara tersebut di atas berdasarkan uraian kronologi 
perkara mulai dari tahap penyelidikan sampai pada  tingkat 
penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil  tertentu yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan 
hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Hal ini sesuai 
ketentuan Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 
serta ketentuan dalam KUHAP 
b) Tindakan hukum yang dilakukan terhadap terdakwa 
Untuk perkara di atas langkah awal yang dilakukan oleh pihak 
berwajib adalah melakukan penangkapan dan penahanan 
tersangka selama proses penyempurnaan berkas perkara 
sebelum diajukan ke kejaksaan setempat. Penahanan di tingkat 
penyidik berlangsung selama 20 (dua puluh) hari dan di 
perpanjang oleh pihak penuntut umum selama 3 (tiga) hari. Hal 
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24  ayat (1) dan (2). 
Selanjutnya oleh penuntut umum dialihkan menjadi tahanan 
kota berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHAP 
c) Upaya hukum 
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Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut di 
atas terdakwa mengajukan upaya hukum banding ke 
Pengadilan Tinggi setempat. Upaya hukum tersebut secara 
yuridis formal sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP yang 
menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk 
mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat 
pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala 
tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya 
penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. 
d) Jenis putusan 
Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan 
suatu sanksi. Keberadaanya  akan  memberikan  arah  dan  
pertimbangan  mengenai  apa  yang  seharusnya  dijadikan  
sanksi  dalam  suatu  tindak  pidana  untuk  menegakkan 
berlakunya norma. Disisi  lain  pemidanaan  itu  sendiri  
merupakan  proses  paling  komplek dalam sistem peradilan 
pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang 
berbeda.  Pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai  tahap  
penetapan  sanksi  dan pemberian sanksi dalam hukum pidana 
Pilihan  jenis  pidana  dalam  hukum  positif  Indonesia (KUHP 
Pasal 10)  dan diluar KUHP dibagi dalam dua jenis :  
a. Pidana Pokok yaitu Pidana mati, penjara, kurungan dan 
denda dan pidana tutupan berdasarkan UU No. 20/1946 ; 
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b. Pidana  tambahan  yaitu  pencabutan  hak-hak  tertentu,  
perampasan  barang-barang tertentu,pengumuman putusan 
hakim 
Untuk kasus tersebut di atas jenis putusan yang dijatuhkan 
oleh hakim terhadap terdakwa adalah pidana pokok yakni  
pidana   dan tidak memuat pidana tambahan. 
e) Eksekusi dan pelaksanaan putusan / eksekusi 
Terhadap putusan tersebut di atas pihak terdakwa dan jaksa 
penuntut umum tidak menempuh upaya hukum kasasi ke 
mahkamah agung sehingga sesuai dengan putusan pengadilan 
tinggi terdakwa harus melaksanakan putusan tersebut dan telah 
bebas saat ini. Sehingga dari uraian tersebut di atas, di tinjau 
dari segi penerapan hukum pidana formil dalam perkara dengan  
putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS menurut penulis telah 
terpenuhi. 
Kebijakan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  mengandung  
kebijakan  Negara dalam  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan,  baik  
kewenangan  masyarakat  pada umumnya untuk  bertindak dan  
bertingkah  laku  maupun kekuasaan atau kewenangan 
penguasa/penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya  memastikan  
bahwa  masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan, 
termasuk di dalamnya upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal 
logging  di seluruh wilayah Indonesia. 
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          BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Secara umum bentuk tindak pidana illegal logging yang terjadi di 
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yakni dengan melakukan  
penebangan  di  bekas  areal  lahan  yang dimilikinya maupun 
penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)  ataupun  dengan  
membeli  SKSHH  untuk  melegalkan  kayu  yang  diperoleh  dari 
praktek illegal logging. Dimensi illegal logging di daerah tersebut 
terbagi dimulai dari aspek perizinan, praktek operasi, kegiatan 
produksi, oknum pelaku, lokasi/asas usul, serta  sampai pada 
dimensi pejualan hasil illegal logging.  
2. Dalam perkara kasus yang diteliti Penerapan Hukum Pidana (Baik 
Materil Maupun Formil) dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Loging 
Sebagaimana dalam Putusan No. 103/PID/2009/PT.MKS, telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana secara meteril putusan 
hakim tersebut di atas mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai 
tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, unsur yang termuat di 
dalam ketentuan  Pasal 50 ayat (3) huruf jo Pasal 78 ayat (7) 
Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di 
dakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya itu terdakwa 
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patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya. 
Sedangkan dari segi penerapan hukum pidana formil juga telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku baik dalam ketentuan UU No 41 Tahun 1999 dan juga Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
B. Saran 
Terkait dengan kasus yang diteliti penegakan hukum secara benar, 
jujur, bermoral berhati nurani dan berkeadilan dengan cara 
mengadili secara terbuka para pelaku illegal logging maka sangat 
diperlukan serta berupaya menjadikan oknum pemerintah  menjadi 
panutan bagi masyarakat. Disamping itu diperlukan adanya tim 
penangganan illegal logging yang salahsatunya bertugas untuk 
melakukan inventarisasi industri di daerah penyangga kawasan 
hutan rawan penebangan liar yang dilakukan secara terpadu 
bersama instansi terkait. 
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